
XEPUTUSAf, BI'PATI TRETGGALEI(
IfoMoR: 1E8.45/ 4. 14016.02212A22

TENTAITG

STAITDAR OPERASIOI|AL PROSEDUR PEIIGAWASAIT PENAI{AMAIY MODAL

BT'PATI TREf,GGALEK,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaku
usaha yalg
berdasarkan

prosedur;

b. bahwa berdasarkan

telah mendapatkan perizinan Berusaha
tingkat risiko usahanya di Kabupaten

Trenggalek diperlukan pedoman/atau standar operasional

pertimbangan sebagaimana

Mengingat

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional prosedur

Pengawasan Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapr4fa Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan propinsi

Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun l95O
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara

BT'PATI TREI|GGALEK
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LEMBARAN Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang_
Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1g3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69g);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor l5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta-hun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Irembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 15);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13g Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu pintu Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor
19s6);
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10. Peraturan Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

11. Peraturan Badan Koordinasi penanaman Moda] Nomor 4
Tahun 2021 tentang pedoman dan Tata Cara pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

12. Peraturan Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang pedoman dan Tata Cara pengawasan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2O16 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 6g) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13
Tahun 2020 tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (l,embaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 1 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor l0 Tahun
2O21 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggar an 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor gg Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Benta Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021 Nomor gg);
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MEMUTUSKAIT:

Menetapkan

KESATU Standar Operasional

Modal sebagaimana

Pengawasan Penanaman

dalam Lampiran yang

Prosedur

tercantum
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
Inr.

KEDUA Segala biaya yang dipergunakan untuk kegiatan ini di
bebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran berkenaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BT'PATI TREI{

I 2t22
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